
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Untuk mengelola suatu instansi/lembaga/perusahaan peran pegawai yang 

berkualitas dan profesional dalam pengelolaannya sangat diperlukan, karena berhasil 

atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya 

tergantung pada kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 

yang diberikan oleh atasannya langsung. 

Oleh sebab itu seluruh pegawai perlu memikirkan, merencanakan dan 

melaksanakan pengelolaan perusahaan untuk dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas. Sebagai langkah awal meningkatkan dan mendorong kemajuan 

perusahaan maka karyawan dituntut memiliki kemampuan dan kualitas sumber daya 

manusia yag tinggi sesuai dengan bidang yang dikuasai. 

Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi perjalanan 

sebuah organisasi baik itu organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan untuk 

mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Bagi organisasi pemerintahan peranan 

Pegawai Negeri Sipil sangat penting karena pegawai negeri itu merupakan warga 

negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas 

negara lainya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk itu tentunya dibutuhkan sistem penilaian prestasi kerja yang jelas dan 

objetif dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja pegawai yang adil. 

Karena penilaian terhadap pegawai secara adil dan objektif akan meningkatkan kualitas 

seseorang dalam meningkatkan kinerjanya. Guna mendapat hasil terbaik dalam 



 

 

mencapai tujuan instansi harus dipenuhi kriteria yang dapat meyakinkan suatu 

pencapaian dengan menilai perilaku pegawai secara objektif dan efisien dalam 

melaksanakan pekerjaannya sehingga tujuan untuk tercapainya sumber daya manusia 

yang berkualitas dapat terealisasi dengan baik. Instansi dapat menetapkan balas jasa 

yang sepantasnya atas prestasi kerja tersebut. Penilaian prestasi kerja juga dapat 

digunakan oleh instansi untuk megetahui kekurangan dan potensi seorang pegawai. 

Dari hasil tersebut instansi dapat mengembangkan suatu perencanaan secara 

menyeluruh dalam menghadapai masa depan instansi. 

Menyadari pentingnya peranan pegawai negeri tersebut pemerintah telah 

banyak melakukan kegiatan untuk memberdayakan pegawai negeri sipil sehingga 

memiliki kemampuan dan kinerja yang optimal serta dilakukan penilaian kinerja 

pegawai negeri sipil dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Hal tersebut 

sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja PNS tanggal 1 Desember 2011 merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 10 

Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang dianggap tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS dan 

PP tersebut akan berlaku awal Januari 2014. 

Dimana penilaian prestasi kerja berarti bawahan mendapat perhatian dari 

atasannya sehingga mendorong mereka bergairah bekerja, asalkan proses penilaiannya 

jujur dan objektif serta ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut penilaian ini memungkinkan 

karyawan dipromosikan, didemosikan, dikembangkan, dan atau balas jasanya 

dinaikkan. Sehingga dengan adanya penilaian prestasi kerja dapat memotivasi pegawai 

untuk bekerja lebih baik dalam menjalankan tanggungjawab yang dibebankan 

kepadanya. 



 

 

Pada umumnya dalam manajemen sumber daya manusia, penilaian prestasi 

kerja pegawai merupakan bagian penting dari seluruh proses kekaryawanan pegawai 

yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kerja yang rasional dan diterapkan 

secara objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan, yaitu kepentingan pegawai 

yang bersangkutan sendiri dan kepentingan organisasi. 

Bagi para pegawai, penilai prestasi kerja berperan sebagai umpan balik tentang 

berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan dan potensinya yang pada 

gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan 

kariernya. Bagi organisasi, hasil penilaian prestasi kerja para pegawai sangat penting 

arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti 

identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program 

pengenalan, penempatan, promosi, system imbalan dan berbagai aspek lain dari 

keseluruhan proses manajemen secara efektif. 

Dengan penilaian prestasi kerja dapat mengetahui seberapa mampu pegawai 

dapat mengerjakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Penilaian 

prestasi kerja juga dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan dan potensi seorang 

pegawai dengan demikian instansi dapat menentukan balas jasa yang layak baginya. 

Dan dari hasil tersebut, dapat mengembangkan suatu perencanaan sumber daya 

manusia secara umum dalam meningkatkan kinerja pegawai guna meningkatkan 

pelayanan public dan secara khusus dapat dijadikan dalam meningkatkan kinerja 

pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan penulis pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat di bagian kepegawaian dan umum melalui 

sistematika wawancara penulis memperoleh gambaran mengenai prestasi kerja sebagai 

berikut : 



 

 

1. Belum optimalnya hasil pekerjaan karyawan dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya. Terlihat dari hasil penilaian belum memenuhi target, seperti pada 

tebel di bawah ini 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja (RKP) 

 

1 

2 

 

No Bulan Jumlah Propisi Tambahan (%) 

1. Oktober 86.30 

2. November 91.15 

3. Desember 85.70 

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Disnakertrans Prov Jabar 

(Data hasil pengolahan) 

Berdasarkan pada tabel diatas mengenai target waktu yang belum optimal 

dikarenakan kurangnya kemampuan karyawan dalam mencapai terget pekerjaan yang 

ditentukan oleh perusahaan. Contoh: hasil kerja selalu dibawah standar sehingga 

dibutuhkan perbaikan dan pemeriksaan sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan 

target yang harus dicapai dalam waktu satu hari dapat diselesaikan tetapi karena 

dibutuhkan perbaikan dan pemeriksaan ulang maka pekerjaan tersebut mengalami 

keterlambatan dalam laporan pekerjaannya. 

Sedangkan kualitas kerja karyawan yang belum optimal, terlihat dari kesalahan-

kesalahan yang disebabkan kurangnya ketelitian karyawan. Contoh: dalam 

menyelesaikan tugas masih belum sesuai dengan standar kerja atau norma kerja. Karena 

masih sering terlambat dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga mengakibatkan 

menumpuknya pekerjaan yang harus dikerjakan dan menghambat pekerjaan yang 

targetnya harus diselesaikan. 

2. Masih ada beberapa karyawan yang terlambat, dan tidak hadir dalam bekerja 

karena alasan sakit, izin bahkan ada juga yang tidak memberikan keterangan. 



 

 

Hal ini sebaimana tercantum di dalam tabel rekapitulasi kehadiran karyawan 

sesuai dengan jumlah karyawan di bawah ini: 

  



 

 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Absensi Pegawai 

No  Bulan Jml. 

Pegawai 

Kehadiran 

Terlambat Sakit Izin/Cuti Tanpa Ket. 

1. Oktober 123 4 1 6 4 

2. November 123 11 - 2 - 

3. Desember 123 - 1 15 2 

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Disnakertrans PROVJABAR (Data 

hasil pengolahan) 

 

3. Dalam prestasi kerja masih belum memperhatikan beban atau jam kerja yang 

ada. Misalnya perhitungan data jam kerja yang seharusnya pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Data Jam Kerja 

Hari kerja 

Senin-jum’at 

Jam kerja formal Jam kerja efektif 

Jam kerja pagi 

Jam istirahat 

Jam kerja siang 

08.00-12.00 

12.00- 12.30 

12.30-16.00 

4 jam 

30 menit 

3 jam 30 menit 

08.00-12.00 

12.00-13.30 

13.30-16.00 

4 jam 

1 jam 30 menit 

2 jam 30 menit 

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Disnakertrans PROVJABAR (Data 

hasil pengolahan) 

Namun pada kenyataannya, hal ini tidak dijadikn suatu acuan yang berarti seperti 

banyaknya karyawan yang sudah pulang sebelum waktunya pulang dan tidak ada di 

tempat saat jam kerja berlangsung, tentunya ini belum memenuhi syarat kinerja yang 

baik. 



 

 

Melihat akan pentinya penilaian prestasi kerja yang menjadi salah satu dasar 

dalam meningkatkan kinerja karyawan maka penilaian prestasi kerja merupakan dasar 

bagi upaya pengembangan dan pembinaan karyawan oleh sebab itu dibutukan 

penilaian-penilaian dalam melaksanakan proses penilaian prestasi kerja dengan adanya 

penilaiaan prestasi kerja yang dinilai selama satu tahuan sekali disebut DP3 (Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dan penilaian untuk kerja individu yang didasarkan 

pada kehadiran karyawan dan hasil kerja karyawan. Oleh karena itu penilaian prestasi 

kerja yang objektif mutlak diperlukan karena erat kaitannya dengen kinerja pegawai. 

Dengan begitu akan berdampak pada karyawan itu sendiri karena jika penilaian 

prestasinya tidak berjalan dengan baik maka karyawan tersebut sulit untuk mengetahui 

kinerjanya sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan Hasibuan bahwa “penilaian 

prestasi kerja berarti bawahan mendapat perhatian dari atasannya sehingga mendorong 

mereka bergairah bekerja, asalkan proses penilaiannya jujur dan objektif serta ada 

tindak lanjutnya. Tindak lanjut penilaian ini memungkinkan karyawan dipromosikan, 

didemosikan, dikembangkan, dan atau balas jasanya dinaikkan”1 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul: Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Jawa 

Barat. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi awal peneliti pada dinas tersebut maka dapat 

diidentifikasi berbagai permasalahan yang ada pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat adalah : 

                                                           
1 Hasibuan S.P. Malayu. Manajemen Sumber Daya manusia. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010) hlm 87 



 

 

1. Masih banyak pegawai yang jarang hadir. 

2. Masih banyak pegawai yang terlambat masuk kantor. 

3. Masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai dengan standar waktu 

yang ditentukan. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah seberapa besar pengaruh 

penilaian prestasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitan yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai 

atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Suatu 

riset khusus dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu 

sendiri. 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini sebagai hasil temuan dalam studi ini adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1 Secara Teoritis 



 

 

Pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka 

memberikan konstribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademik dalam 

pengembangan konsep-konsep serta teori-teori Administrasi Negara dan Manajemen 

Sumber Daya Manusia, sehingga dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan 

keilmuan melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode baru bagi 

pengembangan kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Barat. 

1.5.2 Secara Praktis 

1. Sebagai mahasiswa, penulis ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama masa perkuliahan dalam bentuk karya ilmiah, khususnya 

dibidang kinerja pegawai. 

2. Penelitian ini diharapkan merupakan perbandingan bagi peneliti yang ingin 

meneliti hal yang sama.  

3. Bagi organisasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi 

pengembangan kinerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat . 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Pengelolaan negara tidak lepas dari peran birokrasi sebagai penggerak utama 

berjalannya roda pemerintahan. Peran birokrasi selain melakukan pengelolaan 

pelayanan, juga bertugas menterjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam 

berbagai kebijakan publik dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan 

berbagai kebijakan tersebut secara operasional melalui berbagai program dan kegiatan 

yang sesuai dengan kemampuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. 



 

 

Dalam pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya, birokrasi yang ada 

selama ini belum mampu memenuhi harapan sebagian besar masyarakat. Birokrasi 

tidak berjalan secara efisien, lambat dan tidak efektif. Bicara mengenai 

penyelenggaraan birokrasi sektor publik di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya 

pandangan miris masyarakat akan pelayanan yang diterimanya. Buruknya pelayanan 

birokrasi di Indonesia sudah seringkali dirasakan masyarakat sendiri ketika datang ke 

sektor-sektor publik milik pemerintah. Banyak hal menyimpang yang dirasakan mulai 

dari pelayanan yang kurang sepenuh hati, terkesan berbelit-belit, lamban, dan 

sebagainya. 

Gambaran ini dikarenakan pegawai terjebak dalam kekuasan birokrasi, tidak 

memiliki inisiatif, menunggu perintah dari atasan, kreativitasnya hilang, kurang energi, 

kurang produktif, serta kurangnya penilaian prestasi kerja dari atasan dan akhirnya 

kurang layanan pada masyarakat. Dewasa ini, setiap instansi pemerintahan berlomba-

lomba untuk meningkatkan kinerja, kualitas, efesiensi dan ketanggapan pelayanan 

publik. 

Pada hakekatnya, Penilaian  prestasi  kerja  ini  pada  dasarnya  merupakan  salah  

satu  faktor kunci guna mengembangkan suatu perusahaan secara efektif dan efesien. 

Penilaian prestasi  kerja juga  memungkinkan  para  karyawan  untuk  mengetahui  

bagaimana prestasi kerja mereka, dan sejauh mana hasil kerja mereka dinilai oleh atasan. 

Hal ini  akan  dapat  memotivasi  mereka  untuk  kemajuan-kemajuan mereka  di  masa 

yang akan datang. 

Penilaian prestasi  kerja  adalah  menilai rasio hasil kerja nyata dengan kualitas 

dan kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Adapun  beberapa  indikator  

penilaian prestasi kerja adalah kesetiaan; kejujuran; kedisiplinan; kreativitas; 

kerja sama; kepemimpinan; kepribadian; prakarsa; kecakapan; dan 

tanggungjawab.2 

                                                           
2 Hasibuan S.P Melayu. Manajemen Sumber Daya Manusia.  Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksra,2007) 

hlm 87 



 

 

 

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu yang lazim digunakan untuk 

memantau produktivitas kerja sumber daya manusia, baik yang berorientasi pada 

produksi barang, jasa, maupun pelayanan. Demikian pula, perwujudan kinerja yang 

membanggakan juga sebagai imbalan intristik. Hal ini akan terus berlanjut dalam 

bentuk kinerja berikutnya, dan seterusnya. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Unsur-unsur yang terkandung dalam kinerja 

seorang pegawai, yaitu: kualitas, kuantitas; dan tanggung jawab yang 

diberikan.3 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja individu maupun kelompok 

dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau 

kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat digambarkan paradigma 

penelitian sebagai berikut : 

                                                           
3Mangkunegara. Anwar Prabu. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. (Bandung:Rosda,2011) 

hlm 67 

Penilaian Prestasi Kerja 

(Variabel x) 

1. Kecakapan 

2. Kedisiplinan 

3. Tanggungjawab 

Kinerja pegawai 

(Variabel Y) 

 

Hasibuan, 2003:95 
A.A. Anwar Prabu        

Mangkunegara,2010:9 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai


 

 

 

  

Gambar 1.2 

Paradigma Penelitian 

 

1.7. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan4. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka penulis 

mengajukan dugaan atau hipotesis, yaitu: 

H0 : diduga tidak terdapat pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap kinerja 

pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

Ha : diduga terdapat pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap kinerja 

pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

   

  

                                                           
4 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta) hlm 64 

 

Penilian Prestasi 

Kerja 

Kinerja 

Pegawai 



 

 

 


